
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.111, 2018 BUMN. Perusahaan Umum. JAMKRINDO. 

Pencabutan. 
 

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 35 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka meningkatkan peran Perusahaan 

Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dalam 

industri penjaminan nasional sebagai upaya untuk 

menyukseskan kebijakan dan program Pemerintah di 

bidang ekonomi dan pembangunan nasional, perlu 

melakukan pengembangan usaha dengan menambah 

kegiatan usaha Perusahaan Umum (Perum) Jaminan 

Kredit Indonesia; 

b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 

tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit 

Indonesia, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan usaha Penjaminan serta ketentuan 

peraturan perundang-undangan sektoral sehingga 

perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk 

melaksanakan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 

www.peraturan.go.id



2018, No.111 -2- 

tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit 

Indonesia; 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5835); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5834); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN 

UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, 

yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan 

Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
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Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki 

negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan 

tidak terbagi atas saham yang menyelenggarakan 

usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Usaha Menengah, serta Koperasi dan usaha lainnya 

yang dapat menunjang tercapainya maksud dan 

tujuan Perusahaan. 

2. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perusahaan. 

3. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan 

Perusahaan. 

4. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Dewan Pengawas untuk menilai Perusahaan dengan 

cara membandingkan antara keadaan yang 

sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya 

dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau 

dalam bidang teknis operasional. 

5. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai 

Perusahaan dengan cara membandingkan antara 

keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang 

seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan 

dan/atau dalam bidang teknis operasional. 

6. Pembubaran adalah pengakhiran Perusahaan yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

7. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh 

penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial 

terjamin kepada penerima jaminan. 

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif sesuai kriteria 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha 

kecil, dan usaha menengah. 

9. Usaha Kecil adalah usaha produktif sesuai kriteria 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha 

kecil, dan usaha menengah. 

10. Usaha Menengah adalah usaha produktif sesuai 

kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
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peraturan perundang-undangan di bidang usaha 

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 

11. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang koperasi. 

12. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi 

kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik 

modal pada Perusahaan dengan memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai 

kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat 

Perusahaan melakukan kegiatan usaha. 

14. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung 

jawab atas Pengurusan Perusahaan untuk 

kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili 

Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

15. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang 

bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan 

Pengurusan Perusahaan. 

16. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ 

Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi 

pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan 

Penjaminan syariah agar sesuai dengan Prinsip 

Syariah. 

17. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam 

kegiatan Penjaminan berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 
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BAB II 

PENDIRIAN PERUSAHAAN 

 

Bagian Kesatu 

Dasar Hukum Pendirian 

 

Pasal 2 

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan 

Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, sebagaimana 

telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 

tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit 

Indonesia, dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan 

Pemerintah ini. 

 

Bagian Kedua 

Penugasan 

 

Pasal 3 

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah 

melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk 

melakukan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, 

Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi. 

(2) Selain penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pemerintah dapat memberikan penugasan lain 

kepada Perusahaan dengan tetap memperhatikan 

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. 
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